
SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN KABI1PATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PRINGSEWU,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan kepada inasyarakaL, pedu
pcnataan penyelenggaraan kesehatan yang
beijenjang dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk terw ujudnya kcsinambungan
pelayanan kesehatan sebagaimann dimaksud
pada huruf a, pcrlu ditetapkan Pedaman
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan Kabupaten Pringsewu dcugan
Pcratiaran Bupaü;

: 1. Undang-Undang Nomcr 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor
4286);

2- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nuniur 4353);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Ptmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Ncmor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem .Tamilian Sosial National (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436),

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di FTovinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sisten Jaminan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

10, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyclcnggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);



12. Peraturan Menten Kesehaan Nomor 01 Tahun
2012 tcjitang Sistcm Rujukan (Bcrita Negara
Repfuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

13. Peraturan Menten Kesehaan Nomor 71 Tahun
2013 bentang Pclayanan Kcschatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Bcrita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

14.Peraturan Mcnteri Kegehatan Nomor 71 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
dan TaLa Kcija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kahupsten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04;

16. Peiaturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor
19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20l7(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 Nomor 19);

17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun
2017 Tentang.Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Berita. Daerah Kabupaten Pringjjewu Tahun
2017 Nomor 39);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalem Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemcrintahan daerah.



3, Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Pringsewu.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Pringsewu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsewu.

6. RSUD adalah Kumah Sakit Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan
tanggung jawab atas masalah kesehatan
masyarakat dan kasuskasus penyakit yang
dilakukan secara timbal balik secara vertikal
maupun horizontal meüputi sarana, rujukan
teknotogi, rujukan tenaga ahli, rujukan
operational, rujukan kasus, rujukan ilmu
pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan
laboratoriumfpermenkes 922/2008.

8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
melaksanakan pelimpahan tanggung jawab,
timbal balik terhadap suatu kasus pcnyakil atau
maealah kesehatan secara vertikal atau
horizontal, arti dari unit yang
berkemampuan kurang ke unit yang lebih
mampu.

9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Jawkesda adalah upaya Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kabupaten di Pringsewu
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat miskin di Kabupaten
Pringsewu yang sudah memiliki kartu peserta
atau yang telah ditetapkan vleh Pemerintah
Daerah, diluar peserta Jamkesmas.

10. Masyarakat miskin adalah masyaiakat
kurang/tidak mampu dari sisi eosial
ekonominy» yang secara adniinisrratif
merupakan warga Kabupaten Pringsewu
dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga
yang sah dan rekomendaai Dinas Social.

1 1. Badan Ftenyelcnggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang selanjutnya. disingkat BPJS adalah Badan
Ï-Iukum Publik yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden dan niemiliki tugas
untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan
Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia,
terutama untuk Pcgawai Negeri Sipil, Penerima
Penaiun PMS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan
Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.



12. Peserta BPJS adalah mereka yang mcmiliki
kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan
bayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat
dalam kartu keluarga.

13.Gawat Darurat adalah keadaan klinis paaien
yang membutuhkan tmdakan media segera,
gwia jiicnyciamatkan nyawa dan pencegohan
kjecacatan 1ebih lanjut.

14. Puskesmas mampu PONED adalah Puskcsmas
dengsn tempat perawatan yang mampu
menangani pelayanan kegawatdaruratan media
dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.

15.Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah
Sakit yang mampu menangani pelayanan
kegawatdamratan persalinan dan bayi baru
lahir 24 jam eeeara paripuraa.

ló.Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah
kcgiatan yang diselenggarakan secara
herkesinambungan, terpadu, dan panpuma
melalui sistem rujukan.

17. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan
wewenang dan tanggungjawab secara timbal
balik baik horisontal maupun vcrtikal tcrhadap
kaeuE penyaldt atau masalah penyaldt atau
permasalahan kesehatan.

18. Rujukan upaya kesehatan nerorangan adalah
ruiukan kasus yang berkaitan dengan diagnose
terapi dan tindakan medik berupa. penginman
pasten, rujukan bahan pemeriksaan specimen
untuk pemeriksoon laboratorium dan rujukan
ilmu pengetahuan tentang penyakit

19. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah
ruiukan kasus/spesiraen yang diselenggarakan
dengan pendekatan kewilayahan diutamakan
ditujukan untuk kemudahan akses masyarakal
tcrhüdap pelayanan medik dasar dan atau
spesialistik serta snbspesialistik yang bermutu.

20. Rujukan upaya kesehatan masyorakat adalah
rujukan sarana dan logislik. ruiukan tenaga. dan
rujukan operasionel dalam upayan kesehatan
masyarakat,

21. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu
adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditaksa nakan olch fasilitas pelayanan kesehatan
denpan menggunakan prinsip efisien dan efektif
sesuai dengan kewenangan media disetiap
tingkatan.



22. Penydenggaraen upaya kesehatan peroranRan

yang bermutu adalah kcgiatan pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan oleh tenagji
pelayanan kesehatan pads faailitas pelayanan
kesehatan sesuai dcngan standar prosedur
operasignal dan kewenangan medis.

23.Jcnjang rajukan adalah tingkatan fasilitas
pelayanan kesehatan sesuai demsan
kemarnpuan pelayanan media dan penunjang.

24. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Ruiukan
Regional) adalah pengaturan wilayah
berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan
kesehatan yang lersLukiur untuk mempermudah
akses masyarckat terhadap pelayanan
kesehatan sesuai dengan permasalahan
kesehatan yang dimilikinya dengan cfektif dan
efisien.

BAB1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkannya Peracuran Bupati ini adalah
agar terwujud penyelenggaraan sistem rujukan
secara effektif dan efisien serta alur pasien sesuai
kebutuhan dan kewenangan media melalui jalur
rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber
daya yang ada dalaw upaya mcningkatkan kweditae
pelayanan kssehatan.

Panfil 2

Tujuan ditetapkannya Fexaturan Bupati ini sebagai
pandnan dalam penyelenggaraan sistem rujukan
pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan
maupun masyarakat.

BAB III
JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN

Pasal 3

<1). Pelayanan kesehatan yang bersumber dari
masyarakat meliputi:



a. Kader dan dixkun bayi;
b. Posyandu;
c. Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM) lainnya.
(2). Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

sebagai Pelaksana Peiayanan Kesehatan tingkat
1 (PPK 1) meliputi;
a. praktik dokter umum;
b. praktik dokter gigi;
c. praktik bidan;
d. praktik perawut,
e. klinik pratama;
L klinik bersalin;
g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas

Pembantu, Puskesmas Kcliling, Poskesdes
dan PoHndes);

h Puskesmas mampu PONED,

(3). Fasilitas peiayanan kesehatan tingkat
kedua/ spvsialistik sebagai Ptlaksana Peiayanan
Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) meliputi ‘

a, RumahSakit Umun Daerah (RSUD);
b. rumah sakit swasta;
c. laboratorium klinis/kcschaUm Kabupaten

Pringsewu;
d. laboratorium Hinis/kesehatan swasta.

(4) Fasilitas peJayanan kesehatan tingkat ketiga
spesialia/sub apeaiahstik sebagai Pelaksana
Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3) meliputi:
a. Rumah Sakit Provinsi :

1. Rumah Sakit Umum H. Abdoel Moeluk;
2. nmiah sakit awaata tipc B lairniya.

b. Rumah Sakit Rujukan Tertiiiggi (Top
Referal):
- Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

c Rumah Sakit Khuaus Propinsi:
1. Rumah Sakit Jiwa Negeri Sakti;
2. rumah sakit khusus lainnya.

d. Rumah Sakit Khusus Pusat:
1. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita;
2. Rumah Sakit Kanker Dharmais;
3. rumah sakit khusus lainnya.



BAB IV
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

(1) Untuk memudahkan keterjangkauan
masyarakat pads. pelayanan keschatan yang
bermutu Kabupaten Pringsewu
mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.

[2) Wilayah cakupan njjukan dapat ditentukan
berdasarkan :

a. target jumlah penduduk, menurut jarak dan
waktu tempuh;

b fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina,
seperti puskesmas, klinik pratama, praktek
swasla, rumah bersalm. Laboratorium
klinik/kesehatan, rumah sakit unum
Kabupaten Pringsewu, rumah sakit swasta,
rumah sakit provinsi serta rumah sakit
pusat/vertical;

c. wilayah administratif Kabupaten Pringsewu

d. data kunjungan pasien dari dalam dan tuar
wilayah Kabupaten Pringsewu.

(3) Pemermtah Daerah Kabupaten Pringsewu
mencntuken Rumah Sakit yang ada di luar
Kabupaten Pringsewu menjadi rujukan tertinggi
sesuai dengan kebutuhan pelayanan media
tertinggi-

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengembangkan Rumah Sakit Kabupaten
Bebagai Rumah Sakit Rujukan dengan
klasifikasi Kelas A/B Pendidikan sebagai PPK 3.

(5) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
rnengembangkan Rumah Sakit Rujukan
Wilayah sebagai Rumah Sakit Rujukan dengan
klasifikasi Kelas A/B Pcndidikan scbagai
jegaringPPK 3,

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
rnengembangkan Rumah Sakit Daerah
Kabupaten menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi
sehiruh Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar atau PPK 1 yang ada di
Kabupaten Pringsewu dengan Klasifikasi Kelas
B sebagai PPK 2 dengan Surat Keputusan
BupatL



(7) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengernbangkan Rumah Sakit PtniEruilah
maupun Swaata Mampu PONEK dengan ratio
minimal 1 berbanding 500.000 penduduk.

(8) Pemerintah Daerah ksbupaten Pringsewu
mengernbangkan Puskesmas menjadi
Puskesroas Dengan Tempat Perawatan (DTP)
minimal 10 Tempat Tidur, dan mampu POKED
minimal 1 (satu) perkecamatan sebagai PPK 1
yang menjadi pusat rujukan dan Puskesmas
dan fasilitas pelayanan kesehatan da&ar (tingkat
pertama) di wilayah kecamatan.

(9) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengernbangkan Puskesmas sebagai PPK 1
yang sesuai standar dan meLayani persatinan
serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang
berfungai 24 jam

BAB V
ALUR RUJUKAN

Pasal 5

(1) Alur pertains pasien adalah pads Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1)
yang bcrada pada wilayah cakupan rujukan di
kecamaUuj.

(2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakau
accara vertikol dan horizontal sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan pelayanan.

(3) Alur rujukan dsn rujukan baHk dilaksanakan
pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1
(satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan
jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulad
dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.

(4) Alur rujukan bi&a dilaksanakan tidak seauai
dengan pasal (2) dalam keadaan sebagai
berikut:
a. dalam keadaan kegawat daruratan;
b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah

cakupan rujukan tidak mempunyai sarana /
tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

(5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak
memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah
cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai
ketentuan.



BAB VI
SYARAT RUJUKAN

Pasal 6

(1) Rujukan harus dibuat oleh pctugas yang
mempunyai kompetensi dan wewenang untuk
merujuk, mengetahui kompetensi
sasaran/ tujuun rujukan dan mengetahui kondisi
serta kebutuhan objek yang dirujuk.

(2) Rujukan dan rujukan balik mengacu peda
standar rujukan pelayanan media Daerah

(3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan
memadai, maka suatu rujukan hendaknya
memenuhi syarat-syarat seba^d berikut :
a, adanya unit yang mempunyai tanggungjawab

dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang
incjicrlma rujukan;

b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan
mempunyai kewenangan melaksonakan
pelayanan medis dan rujukan media yang
dibutuhkan;

c. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu
berupa :
1. formulir rujukan dan. rujukan balik sesuai

contoh;
2. kartu BPJS, KIS danƒ atau kartu Assuransi

lainnya;
3. pencatatan dan dokuincn hasil

pemeriksaan penunjang.
d. adanya pcngcrtian timbal balik antora

pengirtm dan penerima rujukan;

e. adanya pengertian petugas tentang sistem
rujukan;

f rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal,
dengan prinsip mengirim ke arah fasüitas
pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan
lengkap.

^4) Untuk menjamin keadaan umum pasitn agar
tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan
menuju ketempat rujukan, maka :
a sa-ana transportasi yang digunakan harus

dilengkapi alat resusitasi, cairan infus,
oksigen dan dapat menjamin pasien sampai
ke tempat rujukan Lepat waktu;



b. paaien didampingi oleh tenaga kesehatan
yang mahir tindakan kegawat darmatan;

c. sarana transpcrtasi/petugas kesehatan
pendamping mcmiliki aistem komutiikasi.

(5) Rujukan pasten/specimen ke fasilitas pelayanan
kesehatan yang lebih tinggi dan atan lengkap
hanya dapat dilakukan apabila :
a. basil pemeiiksaan medis, sudah terindikasi

bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;

b. pasien memerlukan pelayanan media
spesialis dan atau subspesialis yang tidak
tersedia di fasilitas pelayanan semuia;

c. paaien memerlukan pelayanan penunjang
media yang lebih lengkap yang tidak tersedia
di fasilitas pelayanan semula;

d. paaien atau keluarganya menyadari bahwa
rvuukan dilaksanakan karena alksan medis;

e rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan
kesehatan terdekat yang diketahui
mempunyai tenaga dan sarana yang
dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau
penunjang medis sesuai dengan rujukan
kewilayahan;

f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan
apabila suatu rumah sakit keiebihan pasien
(jumlah tempat tidur tidak mencukupi);

g. rujukan sebagaimana dimaksud huruf f
dirujuk ke rumah sakit yang setaia atau
sesuai dengan jaringan pelayanannya;

h. khusus untuk pasien Jamkesda dan
pemegang Assuransi Kesehatan lainnya.
harus ada kejelasan tentang pembiayaan
rujukan dan petnbiayaan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan;

L khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat
dirujuk ke rumah sakit yang setam yaitu ke
PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan
keijasama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsewu.

(6} Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan
dilarang menijuk dan menentukan tujuan
rujukan atas dasar kornpejisasi/tmbalan dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



BAB VII
KEWAJEAN FASIUTAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7
Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim
Rujukan :
a. memberi penjelasan kepada pasien atau

kehaarganya bahwa karena alasan media pasien
hams dirujuk, atau karaia ketiadaan tempat
tidur pasien hams dirujuk;

b. Tnc1aksanakan konfirmnsi dan meiaeiBtikan
kesiapan Fhsilitas Pelayanan Kesehatan yang
dituju sebelum merujuk;

c. membuat swat rujukan dengan melampirkan
hasil diagnosis pasien dan resume catatan
medis;

d. mencatat pada register dan membuat lapnran
rujukan,

e. sebelum dikirini, keadaan umum pasien sudah
distabilkan lebih dahulu dun stabilitas pasien
dipertehankan selama dalam perjalanan;

f. pasien hams didampingi oleh tenaga keschatan
yang mengetahui keadaan umum pasien dan
mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien
tiba di tcmpal rujukan;

g. tenaga kesehatan yang mcndampingi pasien
mcnycrahkan aurat rujukan kepada pihak yang
berwenang di fasilitaa pelayanan kesehatan [PPK
2 dan PPK 3) tempat rujukan;

h. surat rujukan pertama harus dan fasilitas
pelayanan kesehatan dasar (PPK I ) kecuali
dalam keadaan darurat;

i. ketentusn-ketentuan yang ada pada Peserta
BPJS, KIS, < Tamkrsein dan SKTM dan badan
penjamin kesehatan lainnya tetap berl&ku.

PaSal 8

Kewajiban sarana pelayanan keschatan yung
menemnn rujukan :

a. meneiima surat rujukan dan membuat tanda
terimn pasien;

b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan
penenmaan rujukan;



c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan
media yang diperlukan, serta melaksanakan
pcrawatan;

d. melaksanakan catatan medik scsuai dengan
ketentuan;

e. memberikan informasi medis kepada sarana
pelayanan pengirim rujukan;

f membuat surat rujukan ke sarana pelayanan
kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi
pasien tidak dapat diatasi, dan mengjrim
tembusannya kcpada sarana pelayanan
kesehatan pengirim pertama;

g, membuat rujukan balik kc PPK 2 atau PPK 1
untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya
yang tidak memerlukan pelayanan medis
spesiaiistik atau subspesiaUstik setelah kondisi
pasien stabil

BAB VW
PENAfiGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 9

(1) Pemrrintah Dacrah Kabupatcn Pringsewu
bertanggungjawab terhadap tersedianya
infrastruktur yang menunjang dapat
rerselenggaranya sistem rujukan s^cara berrnutu
dan sesuai standar di Kabupaten.

(2) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung
jawab sistem rujukan pektyxman
kesehatan di Kahupaten Pringsewu;

(3) Direktur RSUD Kabupaten Pringsewu adalah.
knordinator pelayanan sistem rujukan
Kabupaten/Kota;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur
dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsawu.



BAB IX
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten. Pringsewu harm
menjamin ketepatan mjukan dengan
mengembangkan sistem informasi mjukan yang
bcrsifat dinarais dan online serta ter&edia di
semua fasilitas pdayanan kcsehatan, yang
memuat informasi tentang:

a. jews dan kemampuan fasilitas pelayanan
kcsehatan;

b.jenis dan kemampuan tenaga media yang
tersedia pada saat tersebut;

c. jebcradaan tempat tidur yang kosong di
semua Kelas.

(2) Fasilitas pelayanan kcsehatan wajib mengakses
sisteni informasi rujukan untuk mcngetahui
kondisi fasilitas pelayanan kcsehatan yang akan
dirujuk.

(3) Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkewajiban
untuk mcngkomunikasikan sistem mjukan
pelayanan kcsehatan kepada masyarakat
mclalui bcrbagai media.

(4) Iiistitusi Ptiididikan Tctiaga Kcsehatan
pemerintah dan ewasta wajib untuk
mengkomunikasikan sistem mjukan pelayanan
kesehatan ini kepada seiuruh peserta didiknya
dan menyebariuaskan pada niasyarakat peda
kegiatan pengabdian maeyarakat.

BAB X
PEMB1AYAAW

Pasal 11
[1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

menentukan tarif regional biaya pelayanan
kcsehatan yang disesuaikan dengan kondisi
ekonotni masyarakat dan harga setempat
sumber daya kcsehatan dengan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati.

[2} Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan
jenjang fasilitas pelayanan keaehatan, jenis
pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga
kesehatan (medis dan non medisj dengan Surat
Keputusan Pringsewu,



(3) Biaya transportasi rujukan merupakan bagjan
dart jasa pelayanan yang menjadi tanggung
jawab pihah penjamin (BPJS, KIS dan Asuransi
lainnyah

(4) Bagi pasien knrhan Jcecelakaan lalulintas, biaya
rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa
Rahaija sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BABXI
KETENAGAAN

PasaJ 12

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsfwu
berkewajiban untuk mengupayakan ketersedian
tenaga kesehatandi wilayah Pringsewu.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten FTingsewu
mengupayakan keberadaan tenaga medis di
Puskesmas Jan Rumah Sakit dengan
mengnptimalkan pendayagunaan dokter
intemsip yang ditempatkan di wilayah
Kabupaten Pringsewu.

(3) Perguruan Tinggi harus meningkatkan mutu
dan jumlah tenaga kesehatan dan mengadakan
pcrlakuan khuauö bagi putra daerah untuk
mendapatkan kesempatan pendidikan
kesehatan.

(4) Rumah Sakit Provinsiƒ Kabupaten dan Rumah
Sakit Rujukan Wilayah menjadi jejaring
pendidikan subspesiaünk dan di jadwalkan
untuk kunjungan öubspesialistik sesuai dengan
kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.

(5) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pringsewu
menjadi jejaring pendidlkan spesialis dan di
jadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau
substpestolisrik sesuai dengan kondisi sarana
praaarana Rumah Sakit.



BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1] Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
bekerjasama dengan Assosiasi Rumah Sakit
dan Organisasi Profesi melaksanakan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
sarana pelayanan kesehatan bersumber
masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat
pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua
dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(2} RSUD Kabupaten sebagai koordinator
pcmbinaan teknis media melaksanakan
pembinaan sistem mjukan kepada mmah sakit
swasta dan Puskesmas.

(3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada
sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama
dan sarana pelayanan kesehatan bersumber
masyaiakat di wÜayah kcijanya.

(4) Ketentuan lebih lanjut nuengcimi pembinaan
diatur dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB Mil

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
melaksanakan monitoring terhadap
penydenggarasn sistem rujukan pelayanan
kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat ketiga

Pasal 15

Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional
sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan
pcmbiayaan «stem rvyukan, tcrmaauk pencatatan
dan pelaporannya.



BAB XIV
PENUTUP
Rasal 16

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nnengetahuinya, memcrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal wtoA
PENJABAT BUPATT PRÏN0SEWU,

dto

YUDA SEHAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAH PM

BER1TA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,
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